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Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun
1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi
dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusiaini dalam bahasa Indonesia disebut juga
dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 18/PUU-XV11/2019 tanggal 6 Januari 2020 lahir karena adanya permohonan pengujian undang-
undang (Judicial Review) yang digjukan oleh pasangan suami-istri, Apriliani Dewi dan Suri Agung
Prabowo, terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia bedasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 berlaku Pasal 29 dapat dilakukan beberapa cara; a. titel eksekutorial pada sertifikat fidusia; b. penerima
fidusia dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas atas kekuasaan
penerimafidusiamelaui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutanganyadari hasil penjualan;
c. penjualan dibawah tangan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XV11/2019 berimplikas secara
langsung dan merubah prosedur terhadap penyerahan objek jaminan fidusia. Dalam penulisan ini metode
Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian hukum. dengan
melakukan pengel olaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini
untuk mengumpulkan dan mengel ola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum.

...... Fiduciais aterm that has long been known in the Indonesian language: Law No.42 of 1999 already uses
the term fiduciary. Thus, the term fiduciary is already an officia term of law. However, for thisfiduciary
meaning in Indonesian is also referred to as the transfer of property rights by trust. The Decision of the
Congtitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XV 1/2019 dated January 6, 2020 was
issued initiated by a petition for judicial review submitted by spouse named Apriliani Dewi and Suri Agung
Prabowo, related to the Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 Y ear 1999 regarding
Fiduciary Transfer of OwnershipThe legal certainty of the execution of fiduciary guarantly based on Law
Number 42 of 1999 applies Article 29, which can be carried out in several ways, a. executive title on
fiduciary certificate; b. the fiduciary ownership can sell the object that is the object of the guarantee on the
authority of the fiduciary ownership through a public auction and collect his receivables from the sale
proceeds; c. Agreement conducted privately. The decision of the Constitutional Court No.18/PUU-
XV11/2019 has direct implications and changes the procedure for the submission of objects fiduciary
security. In this thesis, the research method is conducted using literature based research. By managing the
datawhich comes from books and other literatures. This literature research is meaning to collect and manage
datawhich derived from legal sources and other law materials.
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